
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: AP TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNOSI, SERTA TATA KER.IA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PAOA OINAS KOPERAS{ OAN Uf(M KOIA PAYEKUMBUH

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran

pelaksanaan tlrgas UP/[D Promosi Produk UMKM Kota

Payakumbuh, perlu dilakukan penguatan tugas dan

fungsj me-Jal ui penambahan Wran dan kewenangan

UPTD dalam melaksanakan distribusi produk UMKM;

b. hahwa untuk dapat melakserrakan pengu.atan twas dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu

dilakukan perubahan fugas dan firngsi LIPTD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b di ata.s" perlu ditetapkan

Perubahan Atas Peraturan Waiikota Payakumbuh

Te, tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, Serta Tata Ke1'a Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pada. Dinas Kopemsi Dan IJKM Kota Payakumbuh.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembenfukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Menteri

Dalam Ne-gert Nomor I Tahun lgZO tentang
Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan

Paya-ku mbuh {Lemtraralr Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Necara Republik

Indonesia Tabun 2O14 Nomor 244" Tambahan

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Menetapkan

trembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Talun 2015 tentang

perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

3. Peraturan Pemerintai Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor i 14 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O 17

Tentang Pedoman Pembentukan dan tOarifrkasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daeral (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17,

Tambahan l-embaran Daerah Xota Payalumbuh Nomor

25l,;

6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor lOO Tahun

2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Uraian Tugas serta tata Kerja Dinas

Koperasi dan UKM (Berita Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2016 Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

PAYAKUMBUH NOMOR 92 TAHUN 2OI7 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh
'lv.lr, na Q? Tahrrn oO17 Tentgrl.q Ix-eAttAtr =r1 Srrsrrnan

Orgarisasi, Tugas, F\rngsi Serta Tata Ke{'a Unit Peiaksana



Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota

Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2017, Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 6

UPTD Promosi Produk UMKM Mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian

tugas teknis operasional di bidang pemasaran, promosi

dan distribusi Produk UMKM

2. Ketentuan Pasal 8 diubai sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 8

Kepda UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasionat dan

/atau kegiratan teknis penunjang dibidang pemasaran,

promosi, dan distribusi Produk UMKM.

3. Di antara Paragral I dan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB

Misisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf 1A sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1A

Fungsi

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkaa 1 Pasal yakni

Pasal 8A se.hingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Untuk melaksanalcan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Kepala UPID menyelenggara-kan fungsi

sebagai pslaksana tugas dinas sesuai dengan bidang
promosi, distribusi, dan pemasaran di lapangan,

5. Ketentuan Paragral 2 Bagiar: Kedua Bab IV diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Uraian Tugas



6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 9

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada

pasal 8 sebagai berikut:

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang

pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya, memberi petuqiuk serta

mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran

pelaksanaan tugas dar kegjatan UPTD Promosj

Produk UMKM;

c. Mengkoordinir dan mengevaluasi petaksanaan tugas

dilingkungal UPTD Promosi Produk UMKM;

d. Merryu sun nencana dan usulan program pelaksanaan

UPTD Promosi ProduK UMKM;

e. Melaksanakan kesatan pameran koperasi dan UKM,

industri, perdagangan serta distribusi produk UMKM

di lingkup Kota Payalumbuh, dalam negeri maupun

luar negeri;

f. Memetihara, mengelola, dan menggunakan gedung

pondok promosi;

g Menyiapkan rencana kedasama dan pemanfaatan

gedung pondok promosi;

h. Menyusun bahan dan memberikan himbingan,

pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka

pemberian pelayanan pada UPID Promosj Produk

UMKM;

i. Memtrina huhungan kerjasama dengan Pemerintah

Provinsi / Ihbupaten / Kota dan instansi terkait

lainnya dalam kegiatan promosi dan pemasaraa;

j. Melalukan pengawasan pelaksanaan tugas di

lingkungan UPTD Pmmosi Produk UMKM;

k. Menyampaikan laporaa serta hasi.l pelaksanaan tugas

kedinasan berdasarkan kegiatan yang telai dilakukan

kepada Kepala Dinas;
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Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.



7. Di antara Paragraf I dan Paragraf2 Bagian Keriga BAB IV

disisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf lA sehingga

trerbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1A

Fungsi

8, Di antara Pasal l0 dan Pasal I I disisipkan I Pasal yakni

Pasal l0A sehing;a herbunyi sehagai herikut :

Pasal 10A

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha

menyelenggaraka-n fungsi sebagai prlaksana trrgas

membantu Kepala UPTD dalam bi<tang admininistrasi

9. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV diubah

sehingga berbunyi setragai trrikut :

Paragraf 2

Uraian Tugas

Pasa"l II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar seti.ap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peratu ran Walikota ini dengan

penempetannya dalam Rerita Daerah Kote Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pacla tanggal 6 goret lo ,9

WALII(OTA PAYATTI,'XBUH

*,ffi*',,,
Diundangkan di PaYakumbuh

pada tanggal tg Ylorct go

SEXRTTARIS DAERAH KOTA PAYArI'IBUH,

RIDA AITAITDA

RERITA NAF:,RAH KOTA PAYAKUMRUH TAH{JN 201g NOMOR ep

9.


